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“Layanan e-PP dan e-PKB bagian dari Sisnaker (Sistem Informasi
Ketenagakerjaan) yang di akses melalui domain kemnaker.go.id”
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Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) adalah suatu ekosistem digital yang menjadi

platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat

maupun daerah, #KerjaUntukKejayaanBangsa

korly
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TUJUAN SISNAKER

Re-branding kemnaker.go.id yang selama ini
fokus pada informasi, menjadi fokus pada layanan

yang berbasis online

Layanan Terpadu Ketenagakerjaan

Mempermudah stakeholder (masyarakat,

yarakat, perusahaan dan kelembagaan.

lembaga, perusahaan dan K/L) dalam

menggunakan layanan ketenagakerjaan

Dibangun dengan konsep micro services, dimana
masing - masing layanan saling ter-

integrasi dan sekaligus terwujudnya satu data

Menerapkan Single Sign On (SSO) pada
semua layanan, sehingga stakeholder Nanya CUKUD  —

mempunya satu akun dan satu kali login untuk

mengakses semua layanan yang ada



Tahap Pendaftaran Perusahaan pada
Layanan e-PP & e-PKB
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Pusat Bantuan WLKP PP dan PKB Karirhub

Bantuan terkait masalah Layanan mendata keadaan Layanan pengajuan PP dan Cari lowongan pekerjaan,

tenaga kerja dan layanan tenaga kerja di perusahaan PKB untuk perusahaan proyek lepas dan informasi

Kunjungi Layanan

seputar karir

Kunjungi Layanan Kunjungi Layanan Kunjungi Layanan

Jobfair Kelembagaan Pelatihan Portal 1 Data

Cari lowongan pekerjaan Layanan untuk registrasi dan Tingkatkan keahlianmu Tata Kelola Data
pada kegiatan bursa kerja informasi lembaga pelatihan dengan mengikuti pelatihar Ketenagakerjaan sesua

prinsip Satu Data Indonesia

Kunjungi Layanan Kunjungi Layanan Kunjungi Layanan Kunjungi Layanan

Lihat Layanan Lainnya =>



Untuk menggunakan layanan e-PP dan e-PKB
perusahaan wajib memperbaharui data WLKP pada
layanan WLKP




Perusahaan Yang Berhak Melakukan
Permohonan adalah yang bersatus “PUSAT”

PERUSAHAAN l LEGALITAS PENGELOLA
NO. AKTA
ﬂ 04
Kode Pendaftaran: BARCODE ]
| NO. TDP I
]

L. I



Pendaftaran

Silahkan memilih tipe perusahaan yang akan Anda daftarkan.

il Perusahaan

ran pengajuan PP / PKB bagi pexusahaan. Pendaftaran ini hanya berlaku

erusahaan yang terdaftar ditaganan wajib lapor

Daftar Sebagai Perusahaan

Masuk Aplikasi atau Keluar

Klik daftar sebagai Perusahaan




Kepala Disnaker
Kab/Kota

Untuk perusahaan yang
terdapat hanya dalam 1
(satu) wilayah

Kepala Disnaker
Provinsi

kabupaten/kota.

Untuk perusahaan yang
terdapat pada lebih dari 1
(satu) kabupaten/kota dalam
1 (satu) provinsi.

Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker

Direktur Jenderal, untuk
perusahaan yang terdapat
pada lebih dari 1 (satu)

provinsi. ‘

Direktur Jenderal,
mendelegasikan kepada
Direktur Persyaratan Kerja




Masukkan Kode WLKP

Pendaftaran Perusahaan Pusat

Untuk pengaftaran peruviahaan 3haan wapb mendaftar & Gyanan wapb lapor ketenagakenaan. Jika perusahaan

Anda belum tecdaftar, salabican k benkut untuk menda®ar

Kode Pendaftaran WLKP 0

12950.63120.20191016.0-001

Kode Pendaftaran WLKP Cabang 1A Aoa

Kemball ke halaman sebelumnya

Jika sudah tersimpan, maka akan terdapat tanda centang hijau




Masukkan Kode WLKP Cabang/Kantor Perwakilan
(Jika Ada)

Pendaftaran Perusahaan Pusat

Untuk pendaftaran peruviahaan perusahaan wapd mendaftar & Layanan wapd Lapos téfrl‘-)%}ilf' a0, NKE pETUSINAMN

Anda belum terdaftar silabkan hik link berkut untuk menca®™ar

Kode Pendaftaran WLKP °

12950.63120.20191016.0-001

Kode Pendaftaran WLKP Cabang KA ADA

17953 56894 56432456 .0-002

Kembali ke halaman sebelumnya

Selanjutnya klik daftar sekarang




Jika Terjadi permohonan tidak diteruskan kepada petugas yang
berwenang vaitu:

- Lintas provinsi : disahkan oleh Kemnaker Rl
- Lintas Kab/Kota : disahkan oleh Disnaker Provinsi
- Satu Wilayah Kab/Kota : disahkan oleh disnaker Kab/Kota setempat

1.Cek layanan WLKP
2.Cek kesesuaian TDP / NIB perusahaan pusat

dan cabang
3. Lakukan Updating data WLKP Online




Layanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB
secara elektronik (e-PP dan e-PKB)

Pengajuan

@ Persetujuan
S

—er— Koreksi L @ z

Verifikasi Upload Q
Dokumen Pengesahan
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Cek Profile Perusahaan

¥ Aplikasi PP PKB

+ A #210322011 Hapus Dokumen

DRAFT | Dikirim ke Kementerian Ketenagakerjaan R

Mohon untuk melengkapi data dokumen persyaratan dan data - data lainnya untuk dapat mengirim

permohonan pengajuan dokumen aplikasi PP

Bernkut merupakan t

w

hapan - tahapan pengaju

w

n dokumen aplikasi PP. Indikator biru menandakan

tahapan yang sedang Anda tempuh, sedangkan indikator hijau menandakan Anda telah melewati tahapan
tersebut.
Kantor Cabang
Profil Perusahaan Dokumen Persyaratan Pasal dan Ayat Undang-Undang Riwayat Pesan (0)

Perusahaan Informasi Akun Kontak

NAMA ALAMAT EMAIL NOMOR TELEPON ALAMAT EMAIL

NAMA PENANGGUNG JAWAB NAMA PERUSAHAAN WEBSITE




UPLOAD DOKUMEN PERSYARATAN

$%  Aplikasi PP PKB & Kembal

#210322011 Hapus Dokumen

DRAFT |, Dikinm ke Kementerian Ketenagakerjaan R

Mohon untuk melengkapi data dokumen persyaratan dan data - data lainnya untuk dapat menginm
permohonan pengajuan dokumen aplikasi PP
Berikut merupakan tahapan - tahapan pengajuan dokumen aplikasi PP, Indikator biru menandakan

Kantor Cabang

Perusahaan Profil Perusahaan Dokumen Persyaratan Pasal dan Ayat Undang-Undang Riwayat Pesan (0)
Dokumen Persyaratan
M meng-uplos joKumen - gokumen persyaratas 3IW3
NAMA DOKUMEN DOKUMEN CONTOH UPLOAD

Surat Tugas dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan
KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan) - X Pilih File

Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki
Struktur Skala Upah (Bermaterai) @ Lihat File X, Pilih File

l InalAaadd AlALrr i muasrey 77 r-ad = s



Templete dokumen persyaratan dapat diunduh
pada menu dokumen persyaratan

Setiap Dokumen Persyaratan diunggah dalam
format Pdf File

Lengkapi semua sebelum submit permohonan




Persyaratan Pengesahan Peraturan Perusahaan

o Uk wbhe

N

10.

Surat Permohonan Pengesahan PP

Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan)

Surat Keputusan Dire

Bukti keanggotaan &

ksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah (Bermaterai)

oembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)

Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja/Perwakilan

Surat Pernyataan belum terbentuk SP/SB di Perusahaan (bila sudah ada SP lampirkan bukti

daftarnya)

Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari Wakil Pekerja/Buruh dan/atau SP/SB di Perusahaan

Surat persetujuan dari Pimpinan SP/SB di perusahaan dan belum siap / mampu meningkatkan PP

menjadi PKB, beserta

surat bukti pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan dan Susunan

Kepengurusan SP/SB di perusahaan (apabila sudah ada SP/SB di perusahaan)

Surat Keputusan Pengesahan PP dan Naskah PP yang telah habis masa berlakunya (apabila

Pembaharuan)

Kesepakatan antara wakil pekerja dan pengusaha mengenai Perubahan Peraturan Perusahaan

(apabila Perubahan /

Addendum)



N =

Persyaratan Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama

Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli)

Daftar Cabang (asli)

Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan, bermaterai cukup (asli)

Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah
(Bermaterai)

Surat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Tanda Bukti Pembayaran
terakhir

Surat Kuasa Pengelolaan Permohonan dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan
ID Card Karyawan di Perusahaan)

SK sebelumnya/yang lama (apabila Pembaharuan)
Surat Kesepakatan Perpanjangan PKB (Asli) dan bermaterai (apabila Perpanjangan)

Surat Pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan setempat sesuai domisili SP/SB beserta
susunan pengurus SP/SB



Upload Dokumen Persyaratan

Dokumen Persyaratan ’

Pilih file...
] Upload Sekarang ‘ Batal

Pilih file, lalu klik upload sekargng



Lanjutkan dengan penginputan Pasal dan Ayat

draft PP atau PKB

$%  Aplikasi PP PKB

+ _ #210322011 Hapus Dokumen

DRAFT | Dikirim ke Kementerian Ketenagakerjaan R
Mohon untuk melengkapi data dokumen persyaratan dan data - data lainnya untuk dapat menginm
permohonan pengajuan dokumen aplikasi PP.

Benkut merupakan tahapan - tahapan pengajuan dokumen aplikasi PP. Indikator biru menandakan
tahapan yang sedang Anda tempuh, sedangkan indikator hijau menandakan Anda telah melewati tahapan

tersebut

Kantor Cabang

Profil Perusahaan Dokumen Persyaratan Pasal dan Ayat Undang-Undang Riwayat Pesan (0)

Perusahaan

Pasal dan Ayat

Cari berdasarkan pasal Q <4+ Tambah Pasal
NO. BAB PASAI STATUS JUMLAH AYAT TERAKHIR DIUBAH
No records available.
< - » >

0-0o0of0items




Tambah Pasal

Nomor Pasal Bab Pasal

Ketik urutan nomor pasal 2 Ketik bab pasal

Judul Pasal

Ketik judul pasal

Acuan Undang-Undang

Mohon Centang(#”) undang-undang yang mengacu pada pasal yang akan dibuat.

Cari undang-undang acuan Q

() UNDANG-UNDANG

Lain-Lain PP & PKB

Apabila terdapat Bab, Pasal dan ayat yang tidak mempunyai acuan Undang-Undang

Jabatan Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Upah Lembur pp & Pks

Wajib diatur dalam PP maupun PKB tentang golongan jabatan tertentu yang berhak atau tidak
berhak mendapatkan upah lembur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans No.
Kep.102/MEN/VI/2004

Buat Pasal Batal




Tambah Pasal

Nomor Pasal Bab Pasal

Judul Pasal

BAB | PENGERTIAN

Acuan Undang-Undang

Mohon Centang(v”) undang-undang yang mengacu pada pasal yang akan dibuat.

Cari undang-undang acuan Q Saring Y

() UNDANG-UJNDANG

Lain-Lain

Apabila terdapat Bab, Pasal dan ayat yang tidak mempunyai acuan Undang-Undang

Jabatan Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Upah Lembur PP & PKB

alam PP maupun PKB tentang golongan jabatan tertentu yang berhak atau
9y gyan | yang

p—— = b == - - = - Uaecal A = Y S S - -
| lembur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Nepme akertranc

Buat Pasal Batal

lalu sesuaikan pasal dengan ceklis

undang undang terkait



Tambah P

Tambah Pasal

Nomor Pasal Bab Pasal

Judul Pasal

BAB | PENGERTIAN

Acuan Undang-Undang

Mohon Centang(+”) undang-undang yang mengacu pada pasal yang akan dibuat

Cari undang-undang acuan Q Saring Y

() UNDANG-UNDANG

Lain-Lain

Jabatan Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Upah Lembur

'P maupun PKB tentan

Wanub diatur dalam ¥

k mendapatkan u

Buat Pasal Batal

klik buat pasal



Tambah Ayat

&« Kembali

$8  Aplikasi PP PKB

+

#210322011 Hapus Dokumen

DRAFT | Dikinm ke Kementerian Ketenagakerjaan R

Mohon untuk melengkapi data dokumen persyaratan dan data - data lainnya untuk dapat menginm

permohonan pengajuan dokumen aplikasi PP

Berikut merupakan tahapan - tahapan pengajuan dokumen aplikasi PP. Indikator biru menandakan
tahapan yang sedang Anda tempuh, sedangkan indikator hijau menandakan Anda telah melewati tahapan
tersebut
Kantor Cabang
Profil Perusahaan Dokumen Persyaratan Pasal dan Ayat Undang-Undang Riwayat Pesan (0)

BE Perusahaan

Pasal dan Ayat

¢ Bab 1: Pasal BAB | PENGERTIAN @& Lk Unidang thcies
engacu pada unda ang: Lain-Lair
NO. AYAT STATUS TERAKHIR DIUBAH
No records available,
< < > > 0 -0 of 0items

Klik tambah ayat



Penginputan Pasal dan Ayat:
Bisa salin dan Tempel draft materi yang sudah

dipersiapkan atau tulis Kembali dalam papan
menu tambah pasal/ayat

PPPPPPPPPPPPPPPPPPP

llllll

Tambahkan ayat dan setelah selesai. klik tambah ayat
7



Menu editing

Untuk melihat pasal

Untuk mengubah nomor pasal

Untuk mengubah pasal

Untuk menghapus pasal




Ajukan Dokumen

¥ Aplikasi PP PKB

4 #210322011 oo Dalosstan

DRAFT | Dikinm ke &

Mohon untuk melengkap

nermohonzan penaziuan dok A ARy
permononan pe an QOKL nap

e e

......

Kantor Cabang

Profil Perusahaan Dokumen Persyaratan Pasal dan Ayat Undang-Undang Riwayat Pesan (0)

B8 Perusahaan Pasal dan Ayat

4+ Tambah Pasal

STATUS JUMLAH AYAT TERAKHIR DIUBAH

BAE | PENGERTIAN

Klik ajukan dokumen
2Q



etelah dokumen persyaratan dan pasal/aya
ter-upload, selanjutnya menunggu periksa

o 11U
~ > - >

TAHAP VERIFIKASI

Status PENDING artinya
menunggu verifikator untuk
& < aiepih sain saumens  VOTITIKAS]




29001

\ Status TERVERIFIKASI
selanjutnya menunggu tahap

Senk Ut merupak an W hapan W rapan peng v’ ooKuUmMen At k k H
** koreksi

i M pun eCang of Naay mena '

Dokumen Persvarata




Cek Inbox Jika Ada catatan / perbaikan petugas

$%  Aplikasi PP PKB

Inbox
+ l Berikut adalah kegiatan dokumen aplikasi terbaru.

Cari dokumen aplikasi Q Saring h g

PERMOHONAN KATEGORI NO. SK TANGGAL PENGAJUAN
No records available.

< < > > 0 -0o0of 0items

Kantor Cabang

Perusahaan

Klik tanda + untuk pembuatan PP atau F\DAKB



Upload Dokumen

Klik upload dokumen untuk upload dokume|
a4



Pasal dan Ayat yang sudah mendapatkan periksa
petugas korektor kemudian dicetak

Hasil Cetakan mintakan persetujuan pimpinan

perusahaan dengan bukti tandatangan pada halaman
terakhir draft PP (bisa digisign)

Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, simpan
Kembali file dalam format Pdf untuk diunggah




Upload Dokumen yang telah disetujui




Setelah upload dokumen,

selanjutnya adalah
“Tahap Persetujuan”




19]0290 . Tolak Dokumen Lihat Dokumen
\ Status TELAH DISETUJUI

brofil Perusahaan  Dokumen Persyaratan Pasalda SElANJUtNYa menunggu tahap
pengesahan

Pasal dan Poin




TAHAP PENGESAHAN

Lihat Dokumen Lihat 5K

" Status TELAH TERBIT,

Pasal dan Poin maka SK PP atau PKB telah disahkan

atau didaftarkan.




Cek dokumen PP /PKB yang telah diterbitkan

) B Lihat Dokumen ) [@ Lihat SK
elah Terbit 6 Agustus 2021, Dikirim ke Dinas Kota Bontang
rikut merupakan tahapan - tahapan pengajuan dokumen aplikasi PP. Indikator biru menandakan
1apan yang sedang Anda tempuh, sedangkan indikator hijau menandakan Anda telah melewati
1apan tersebut.
Pengajuan Verifikasi Koreksi Upload Dokumen Persetujuan Pengesahan



Cek SK Penerbitan Pengesahan PP atau

Pendaftaran PKB

1 b Lihat Dokumen

elah Terbit 6 Agustus 2021, Dikirim ke Dinas Kota Bontang

rrikut merupakan tahapan - tahapan pengajuan dokumen aplikasi PP. Indikator biru menandakan
1apan yang sedang Anda tempuh, sedangkan indikator hijau menandakan Anda telah melewati
1apan tersebut.

Pengajuan Verifikasi Koreksi Upload Dokumen Persetujuan Pengesahan

£\ £ £ ! £ &
o ~ ~ - ~ -




KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANRL
KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NOMOR KEP. 4'HI.00.00/00.0000.201207004 B'XI1 2020

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,

Memumbang : 2 bahwa pembuatan Peraturan Perusahaan dimaksudkan sebaga vpaya

mewujudkan adanva kepastian hukum bag: pekenja'buruh dan pengusaha
dalam pelaksanaan hubungan kerja di Perusahaan:

b. bahwa pengaturan svarat-syarat kena dimaksudkan untuk memperjelas
hak dan kewajiban pekenaburuh dan pengusaha dengan tujuan uatuk
meningkatkan kegarahan dan ketenangan bekena, menngkatkan
kesejahteraan pekerjaburuh atay serikat pekenasenkat buruh di
perusahaan;

¢. bakwa oleh karena pembuatan Peraturan Perusahaan adalah tanggung
jawab pengusaha setelah memperoleh saran dan pertimbangan dari wakil
pekenaburuh dan‘atau senkat pekerja'serikat buruh sebagai ketentuan
vang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak di perusahaan, maka
Peraturan Perusahaan wajib mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal
Pembnaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

d. bahwa memperhatikan surat permohonan Pengesahan Peraturan
Perusahaan sebagaimana dokumen persyaratan yang telah dilampirkan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan hurof d, perfu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pembmaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sostal Tenaga
Kerja, Nomor Kep. JHIOOOOOOOOOO’OI‘O'ONB'(II’O 0, Tentang
Pengesahan Peraturan Perusahaan ..

Mengingat

Menatapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- Persturan Peruszhaan . _ ..

: Pengusaha wajib membentabukan dan menjelaskan iu

: |, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Katenagakenaa

(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 3¢
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Menten Ketenasakenaan Nomor 28 Tahum 2014 tentane Tat
Carz Pembuatan dan Pengesshan Peraturan Peruszhaan sert
Pembuatan dan Pendaftaran Perjampan Kenja Bersama (Benta Nesar
Republik Indonesia Tzhun 2014 Nomor 2099).

3, Peraturan Menten Ketenagakenaan R.I Nomor 13 Talum 2013 tentan
Orgamsasi dan Tata Kepa Kementenan Ketenmagakeraan (Bent
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622).

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGA!

INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NOMOI
KEP. 4/H1.00.0000.0000.201207004/8/X11:2020 TENTAN(
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 777777

: Mengeszhian Peraturan Perusahazn -

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

{ yang diszhlan seba,zmzm dimaksu

dxhnm KESATU mula bexhkute!hmn, tangeal 14 Desember 2020 s¢
13 Desambar 2020 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesaha

Persturan Peruszhaan pada Kememtenan Ketenagakermaan RI «

Direktorat Jenderal Pembmaan Hubungan Industrial dan Jamman Sosu

Tenaga Kena Nomor : 201207004

serta membenka

naskah Peraturan Perusahaan kepada pekerja burch.

: Dalam masa berlaku Peraturan Perusahaan sebasaimana dimaksud dalar

diktom KEDUA dilakukan perubshan maka perubzhan tersebut hary
dilakukan atas  kesspakatan antarz pekenabursh  atan  Senk:
PekenjaSenkat Buruh dan pengusaha dam mendapat pengesshan da
Kementenan Ketenaszkerjaan RI cq Duektorat Jenderal Pembmaz
Hubungan Industnal dan Jamman Sosial Tenaga Kenja.

:Dalam hal terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Peruszhaa

sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertentangan dengan peratura
perundang-undangan, maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan yan
berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM :Bilamana di dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat kekeliruan pengajuan
datz danatan keterangan vans menjadi dasar dan pengeszhan Perzturan
Perusahaan mi atau terdapat kesalzhan' kekelwuan dalam pembuatan
Keputusan in:, maka data dan atau keterangan Peraturan Perusahaan vang
bersanghutan dan atau Ksputusan m dapat dibatalkan dan atau diperbaika
sebzzammana mestimva,

Dmetapkan di - Jakara
pada tanggal : 14 Desember 2020

Tembusan -

1. Duektur Jenderal PHI dan Jamszos;

2. Direkrur Jenderal PPK dan K3,

3. Satuan Kena Perangkat Daerah budang ketenazakenaan & Prov.
Kahmantsn Timur, Sumatera Utara, Jawa Barst, Sulawes: Tenzzare Jambn
Banten, Sumatera Selstan, Kalimantan Tinny, Kalmmantan Tiemy,
Kepulauas Risu Jawa Timr, Kalmantan Selatan, Kalimantas Tieer,
Kalimantan Timur, DET Jakarta



Terima kasih




